
BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 5 TAHUN 2OT4

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNGNOMOR 18 TAHUN 2OI3 TENTANG ANGGARANT PBNTONPATAN DAN BELANJADAERAH I{ABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI I(LUNGKUNG,

M e n i m b an g :' 
:3ln "l$Jl'"l. i ;:fl::':*:T "l?H:"?? i:1* T'.Tfimenyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis uetan;a, keadaan y"rrg?..yebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus dilunakan u.tukpembiayaan dalam Tahun Anggaran 2or4 maka iertu dilakukanperubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Krungkung Nomor1g rahun 2or3 tentang Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah I(abupaten Klungkun[ rahun Rnggar an 2or4;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Iflungkung Nomor18 Tahun 2013 te.tang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah l(abupaten Iflungkung Tahun Anggar an 2or4;

Mengingat : 1. pasal 18 ayat
Indonesia Tahun

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1945

2. undang-Undang Nomor 69 Tahun 19sB tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat IBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemiaran
Negara Republik Indonesia Tahun 195g Nomor ).22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );



3' undang-undang Nomor 12 Tahun 1gg5 tentang pajak Bumi danBangunan 
ftem.ba1an Negara Republik Indonesia Tahun 1gg5Nomor 68, Tambahan r,emf'yan *;; Repubiik IndonesiaNomor 3312) sebagaimana telah diubali d".,gr' undang_undangNomor 12 Tahun rgg4 tentang perubahan Atas undang_UndangNomor 12 Tahun 1gg5 tentang pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik rrraJnesia rrrrun rgg4 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 356g );4' undang-Undang Nomor 30 Tahun 2oo2 tentang KomisiPemberan,l"_1" Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesratahun 2oo2 Nomor 137, Tambahan Leriba.an Negara RepublikIndonesia Nomor a2S0);

5' undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6);6' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 43s5);7' undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelola"" g1l Tanggungjylb K"ua.rgan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun zoai Nomor 66,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl;

8' Undang-Undang Nomor 2s Tahun 2oo4 tentang SistemPerencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor ro4 ,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a42\;
9 ' undang-undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4Nomor125, Tambahan Lembaran N.gu.r Republik Indonesia Nomor+437) sebagaimana telah diubah beberapa kari, terakhir dengan
Y:1""9:undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan KeduaAras Undang-undang Nomor g2 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4gafl;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
I(euangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g) ;

1 1' undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 perimbangan KeuanganAntara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44Zg);

12. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2orl tentang pembentukan
Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tairun 2orr Nomor g2, Tambahan Lembaran N.gr..
Republik Indonesia Nomor 52341;
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13. Peraturan pemerintah Nomor 1og rahun 2oo0 tentang Tata caraPertanggungi.awaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2ooo No*o, 2o9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aO2T) ;

14. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2ooo tentangKedudukan-Keuangan Kepala Daerah dan wakii Kepara Daerah(Lembaran Negara nepubiik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 2ro,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2g) ;
15' Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang KedudukanProtokoler 

-dT 
Keuangan pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan 

l1ryut Daerah (Lembaian Negara Republik IndonesiaTahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan Lemiaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubahi.u.r"i" r..riterakhir dengan peraturan pemerintah Nomo r 2r rahun 2oe1tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah Nomor 24Tahun 2oo4 tentang Kedudukan protokoler dan x.r.rg.r,Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a7 r2);
16' Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2o0s tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 20os Nomor 4g, Tambahan Lemlaran N.g.."Republik Indonesia Nomor aSO2l;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standarAkuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 200s Nomor 49, Tambahan Lenibaran Negara RepubrikIndonesia Nomor a503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2oo5 tentang pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oosNomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor a57a );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSZ6);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asrrl;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57B);
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23' Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 200s tentang pedomanPenyusunan dan penerapa" si."Ju, 
- 

e.r.yanan Minimar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0s Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5g5);
24.Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2oos tentang pedomanPembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Reputnt I"ridonesia Tahun 2oo5Nomor 165, Tambahan iembaran wegara Republik IndonesiaNomor a593);

25. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran NegaraRepublik indonseia Tahun 2006 Nomor 25, iambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor +Ot+) ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo6tentangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2orr tentang perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Daram Negeri ivomor t3 Tahun 2006 tentangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara n.prriril.Indonesia Tahun 20II Nomor 310);
27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2oor tentangPedoman pengelolaan Belanja pemilihan Umum Kepala Daerahdan wakil Kepala Daerah sebagaimana teiah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s7 Tahun 2oog tentlngPerubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun2oo7 tentang pedoman pengeloraan Belanji pemilihan umumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
28' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2orr tentang

Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumberdari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2orr Nomoi 450) sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 39 Tahun2or2 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2orr tentang pedoman pemberian Hibah ianBantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan danBeianja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2or2
Nomor 5a0);

29. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 27 Tahun 2ora tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara iepublik Indonesia Tahun
2013 Nomor 690);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2or4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2oog
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
(Lembaran Daerah Kabupaten loungkung Tahun 2oog Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 20og
tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 200s Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

33. Peraturan Daerah l(abupaten Klungkung Nomor g rahun 2oog
tentang organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten
Klungkung (Lembaran Daerah Kabupatenklungkung Tahun,2oog
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Krungkung
Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2oro
tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD)
I(abupaten Klungkung Tahun 2oos-2o25 (Lembaran Daerah
Kabupaten I(lungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor I Tahun 2012
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2or2 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
I(lungkung Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2or2
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2or2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabulaten
Klungkung Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2or2
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2or2 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabulaten
Klungkung Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2or2
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
I(lungkung Tahun 201,2 Nomor s, Tambahan Lembaran Daerah
I(abupaten Iflungkung Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2or2
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2or2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
I{lungkung Nomor 6);

41. Peraturan Daerah I(abupaten l(lungkung Nomor 7 Tahun 2or2
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2or2 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 7);

42. Peraturan Daerah l(abupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2ol2
tentang Pajak Sarang Burung walet (Lembaran Daerah Kabupaten
I(lungkung Tahun 2or2 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
I(abupaten I{lungkung Nomor B);



43. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2or2
t-entang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun2ol2 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupatenklungkung Nomor 9);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 1 Tahun 2or2tentang Penyertaan Modal ((Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2012 Nomor 1r, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 11);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2oL2tentang Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan umum
(Lembaran Daerah I(abupaten Klungkung Tahun2or2 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2or2
tentang Retribusi Tempat Khusus parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2or2 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13);

47 . Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor l4 Tahun 2or2
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor L4, Tambahan
Lembaran Daerah I(abupaten Klungkung Nomor 14);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2or2
tentan g Retribu si Pe layanan persampahan / Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten KlungkungTahun2ol2 Nomor ls, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten. Klungkung Nomor 15);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 16 Tahun 2or2
tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta catatan sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2072 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 16);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2or2
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten
I{lungkung Tahun 2ol2 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
I{abupaten l0ungkung Nomor 17 };

51. Peraturan Daerah l(abupaten Klungkung Nomor 18 Tahun 2or2
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran
Daerah I(abupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah I(abupaten I0ungkung Nomor 18 );

52. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2OI2
tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
(Lembaran Daerah Kabupaten KlungkungTahun2Ol2 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 19 );

53. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 20 Tahun 2OI2
tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair ( Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2OI2 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2O);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ( Lembaran Daerah
Kabupaten Kiungkung Tahun 2OI2 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21);

-



55. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomo r 22 Tahun 2ar2tentang Retribusi pengendalian Minara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2or2Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

22 );
56. PeraturanDaerah Kabupaten Klungkung Nomor Nomor 23 Tahun2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2013 (Lembaian Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 23);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor I Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Krungkung
Tahun 2or3-2o83 (Lembaran Daerah Kabupaten Krungkung
Tahun 2or3 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabu-paten
Klungkung Nomor 1);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Iilungkung Nomor 2 Tahun 2013tentang Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2or3
tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan olah Raga (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Klungkung Nomor 3);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2013
tentang Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol
(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2ol3 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2013
tentang Retribusi Penyebrangan Di Air (Lembaran Daerah
Kabtrpaten I{lungkung Tahun 2org Nomor 5 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

62.Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2013
tentang Retribusi rzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daer.ah
Kabupaten Klungkung Nomor 6);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2013
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2013 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 7);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2OI3
tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah
kabupaten Klungkung Tahun2}l,2 Nomor 9 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
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66. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1o rahun 20l3
tentang Retribusi rzin usaha Perikanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1O);

67 . Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 I Tahun 2013
tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan (Lembaran
Daerah Kabupaten KlungkungTahun2or3 Nomor 1r, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11);

68. Peratr-rran Daerah Kabupaten l(lungkung Nomor 12 Tahun 2or3
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah
I(abupaten Klungkung Nomor I2);

69. Peraturan Daerah I(abupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2013
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
I(abupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor Nomor 14 Tahun
2013 tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun2or3 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor Nomor l5 Tahun
2013 tentang Retribusi pelayanan Kepelabuhan (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun2or3 Nomor 15, Tambahan'Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15);

T2.Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1g rahun 2or3
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Iflungkung Tahun Anggaran 2or4 (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2OI3 Nomor 18)

73. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2or4
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2or3-2org {Lembaran Daerah
I(abupaten Klungkung Tahun 2or4 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah I(abupaten Klungkung Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAI(ILAN RAIffAT DAERAH I(ABUPATEN KLUNGKUNG
dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

MCNCtapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMTURAN
DABRAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLUNGI(UNG TAHUN ANGGARAN 2014.

\/lll

I



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2ol4 semula
berjumlah Rp. 712.822.006.778,o9 bertambah sejumlah Rp. 2o2.332.4TI.446,og
sehingga menjadi Rp. 9Ls.rsg.4Tg.224,17 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp. 667.3 89 .252.862,OO
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 148.3i7.20g.660.91

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. g|s.706.46r.s22,gL

2. Belanja Daerah :

a. Semula Rp. 7 IO.O72.006.77 B,O9
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 2OI.447 .47 ] 446.O8
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 9rr.519.478.224,rT

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (9s.g13.016.70r,26)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 45.432.753.916,09
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.02O.262.785,17

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 99.453.016.7O1,26

b. Pengeluaran :

1) Semula Rp. 2.750.000.000,00
2)Bertambahl(berkurang) Rp. 890.000.000.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan setelah Perubahan Ro.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula Rp. 69.7 49.455.051,80
2) Bertambahl (berkurang) Rp. 74.749.OI9.342.78
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
^^-. ,1-^ l- ^ -per uuarrarl Rp. 84.498.474.394,58

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Pembiayaan Netto

Rp. 3.640.000.000,00
Rp, 95.813.016.701.26

0,00

s34 .525 .43 I .897.00

b. Dana Perimbangan :

1) Semula
2) Bertambah I (berkurang)
Jumlah Dana Perimbangan
perubahan

Rp. 53 1.480.690.300,20
Rp. 3.Oaa.7a 1.596..80
setelah

Rp.



Jumlah Lain-lain
yang Sah setelah perubahan

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dari jenis pendapatan :

Rp. 196.682.5SS.231,33

pada ayat (1) huruf a terdiri

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 12.946.460.800.00
2) Berkurarrgl(berkurang) Rp. a.O92.a39.2Og,OO

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 17.038.900.000.00
b. Retribusi Daerah :

1) Semula Rp. 19.876.662.739,OO
2)Berkurangl(berkurang) Rp. 908.80a.451.40

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 20.Tgs.46T.rgo.4o

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1) Semula Rp. 8.619.792.640,84
2) Berkurarrgl(berkurang) Rp. (S18.006.7g3,66)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. g.10l.78s.gs7,1g

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1) Semula Rp. 28.306.538.871,96
2) Berkurangl(berkurang) Rp. I0.265.782.475.O4

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah setelah perubahan Rp. 38.572.321.347,OO

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak 
:

1) Semula Rp. 14.785.504.300,20
2) Berkurangl(berkurang) Rp. 3.044.741.596.80
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 17.B3o.24s.g97,oo

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula Rp. 47 4.427 .7 96.000, 00
2) Berkurang/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
perubahan Rp. 474.427.796.000,00

Dana Alokasi Khusus :

1) Semula Rp. 42.267.390.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Bp, 0,00
Jumlah Dana Alokasi I(husus setelah
perubahan

Daerah

C.

Rp. 42.267.390.000,00

-*-'*-**



ooo

Pendapatan Hibahsetelah perubahan Rp. r.g9o.ooo,oo0.0o

b. Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah3) Semula Rp.5g.483.707.501,00
4) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.008.9-32.721,.33
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak dari provinsl da"
Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. gr.4g2.640.231,33

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(berkurang) Rp. 89.963.515.000.00
Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp 89.963.515.000,00

Daerah lainnya :
d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

3) Semula Rp. 7.675.400.000,00
4) Bertambah/(berkurang) Rp. (339.000.000.00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya seteiah perubahan Rp. 7.g36.4oo.ooo,oo

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 455.215.481.009,65
2) Bertambahl(berkurang) Rp. I34.243.OIT.606,97

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan Rp. 589.458.498.6 16,62

b. Belanja Langsung :

1) Semula Rp. 254. B 56.525.7 68,44
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 67.204.453.g39. 1 1

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 322.060.g7g.60T,Ss

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp. 38 1. 19 1. 186.863,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101. 180.382.823.60

Jumlah Belanja Pegar,vai setelah perubahan Rp. 482.37l.s6g.6g6,60

b. Belanja Hibah :

1) Semula Rp, 4I.666.374.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 14.2 1 1. 147.000.00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 55.877.s2r.000,00

xi

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yangsah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Rp.

a. Pendapatan Hibah :

1) Semula



c. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula Rp. 2.OBLgTT.3gr,6O
2) Bertambah/(berkurang) @Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 

'

Perubahan Rp. g.sgo.477.391,6o

d'Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten /Kotadan pemerintah Desa:l) Semula Rp. 2.S19.3S2.421,OO
2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,OO

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah
perubahan Rp. 2.519.352.421,OO

e. Belanja Bantuan Keuangan :

i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan
setelah perubahan

f. Belanja Tidak Terduga :

1) Semula

Rp. 27.456.590.334,05
Rp. 2.823.a06.900.34
Keuangan

Rp. 30.279.997.234,39

Rp. 300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.S19.589.883.03

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan Rp. 14.919.Sg0.gg3,03

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri d.ari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula Rp. 11.455.689.478,OO
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 908.129.000.00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 12.26g.g1g.47g,oo

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula Rp. I54.47O.453.530,44
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.861.527. 188.19

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan Rp. 185.33I.98O.718,63

c. Belanja Modal :

1) Semula Rp. 88,930.382.760,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.53a.797.650.92

Jumiah Belanja Modal setelah perubahan Rp. I24.465.180.4IO,92

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan:
1) Semula Rp. 45.432.753.916,09
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.02O.262.785.17

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 99.453.0 L6.7OI,26

xii



b. Pengeluaran:
l) Semula Rp. 2,750.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 890.000.000O0

Jumlah Pengeiuaran setelah perubahan Rp. 3.640.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
pembiayaan:
a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (sILpA) :

jenis

1) Semula Rp. 44.682.753.916,09
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 54.O2O.262,T gS,IT

Jumlah Sisa Lebih perhitungan Anggaran fanun
Sebelumnya (SILpA) setelah perubahan Rp. 98.703.016.TOL,26

b' Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (lnvestasi) pemerintah Daerah :
1) Semula Rp. 7SO.0OO.0O0,OO
2) Bertambahl(berkurang) Rp. O,OO

Jumlah Penerimaan Kembali penyertaan Modar (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 750.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ienispembiayaan :

Penyertaan Modal (lnvestasi) pemerintah Daerah :

1) Semula Rp. 2.TSO.0OO.O00,0O
2) Bertambah/(berkurang) Rp. g90.000.000.00

Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) pemerintah
Daerah setelah perubahan Rp. 3.640.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan perubahan ApBD;
2' Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar I(egiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

xiii
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operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berraku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKlungkung.

Peraturan
Kabupaten

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 22 Oktober 2Ol4

KLUNGKUNG,

SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
tanggal 22 Oktober 2014

KABUPATEN KLUNGKUNG,

APRIA

DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2OT4 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLLINGKUNG, PROVTNSI BALI : (5I2OIA)

{fEV
iT \ s,fl
J ir \{'

XlV
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PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN AIIGGARAN 2014

B€RTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN

1

l1

1.1.1
l1)
11)
1.1.4

1.2
r.2.7
1)r
1.2.3
1.3
1.3.1
i.3.3
r.3.4
1.3.5

z

2.1
2.1.1
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.r.8
2.2
2.2.t2.2.L
2.2.2

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Eagi Hasil paja(Bagi 
Hasil Bukan pajak

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan p€n€rintah Daerah LainnyaDana penyesuaian 

dan otonomi Khusus
Eantuan Keuangan dari provinsi atau pern€rintah Daerah Lainnva

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja pegawai

Betanja Hibah
Belanja gantuan 

Sosial
Eelanja Bagi Hasit kepada provinsi/Kabupaten/Kota 

clan pemerintah Desa
ff;ia#a 

Bantuan Keuangan tepao, p.oui-,nu*.orr}"r*"ta, pernerintahan Desa dan partai
Belanja Tidak Terduqa

BELANJA TANGSUN;
Belanja pegawai
Belanja garang 

dan Jasa

667.389.252.862,00 81s.706.461.s22,9r I 148.317.208.660,91
6? 74e:17s 

9!1189
12.946.460.800,00

19.876.662.739,00

8 .619 .792.640,84

?9:3S:s39:91!?9
sll lgg:6eg 10gr?g

14.785.504.300,20

474.427.796.000,00

42.267.390.000,00

99 11e:197!19:99
0,00

s8.483.707.5r0,00

0,00
7.675.400.000,00

q44?q.!1?s1:sg

1 7.038.900.000,00

20.785.467.L90,40

8.101.785.857,18

?B:?7?.3?!:?11,09

lllll:a]\:le!,09
17.830.245.897,00

474.427.796.000,o0

12:611?9:999199

1e6'692..5s?:231,33

1.890.000.000,00 
I

97.492.640.231,33

89.963.515.000.00

7.336.400.000,00

7 r0.072.006.778,09 9r7.519.478.224,L7 201.447.471.446,08

[ 45s.215.481.009,65
l'

381.191.186.863.00

41.666.374.000,00

2.08t.977.39t,60
2.519.352.421,00

27.456.590.334,05

300.000.000,00

254.8s6.525.768.44... .. ...... .''.-.:
r 1.455.689.478,00

154.470.453.530,44

l.!?:1!91?9:91919?
482.371.569.686,60

55.877.521.000,00

3.590.477.391F0

2.519.352.421,00

m.?79.997.234,39

14.819.580.883,03

3.2?:060.e1.?:60l,ss

12.263.818.478,00

185.33 1.980.718,63

r?1:?a?o\!:90q?| I ze,1?

101.180.382.823,60 { 26;s4
14.21 l.{47.000,00 | 34,1r
1.s08.s00.000,00 I /2,46

2.823.406.e00,34 | 10,28

r^4 s.19.s80.883.03 I 4.839,86

67.204As3.839,1r | 26,37

808.129.000,00 | 7 ,Os
.:0.r0l.szz.rsB,rgl 19,98

Lampiran I peraturan Daerah
Nomor : 5Tahun201c
Tanggal : 22 Oktober 2014

!4.74? 01e.112!!8

4 .092 .439 .200 ,00
908.804.45t,40

(5{8.006.783,66)

,r0 26s !B? 1ls!94
3 044 711 ??g.N
3.044.74t .596,80

LL,L5

trst
4,57

.(6,01)

?6,27

9;77
20,59

0,00

9roo
197,29

0,00

9:90

\39:23 44!:7.?!:33

1.890.000.000,00

39.O08.932.72r,33

89.963.5 15.000.00
(339.000.000,00)

o,oo

66,70

0,00

(4,42)



I

NOMOR
URUT

URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMEAH / (EERKUR,ANG)

SEBELUM PERUEAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) o/o

1 2 3 5 o
2.2.3

3

?r

Jl1

J L./

3.2
?-)l

t

Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal / Investasi pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN N€TTO 
]

I

SISA LEBIH PEMEIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 
I

88.930.382.760,00 L24.465.t80.4t0,92 35.534.797 .650,92 1A q6

(42.682.753.9L6,09) (9s.8 13.0 16.70 1,26) (53.130.262.785,17) 1)4 4R

45.432.753.916,09 99.453.016.701,26 54.020.262.785,t7 1 LB,90

44.682.753.916,09

7s0.000.000,00
98.703.016.701,26

750.000.000,00
54.020 .262.785,r7

0,00

120,90

0,00

I 7:o:g00.g0g1g.g

2.750.000.000,00

3;640.000.000,00 890.000.000,00 32,j6

3.640.000.000,00 890.000.000.00

42.682.753.916,09 95.8r3.0 16.701,26 53 .r30.262.785,r7 174,48

0,00 0,00 000 0,00

ffi

ffi;1"ffl;i,::"(W
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